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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0598/Pdt.G/2015/PA.Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama  Manna  yang  memeriksa  dan  mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan

perkara cerai talak antara:

Rajinan bin Karim, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan 

Tani,  bertempat tinggal  di  Desa  Maras,  Kecamatan Air  Nipis, 

Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon;

1- melawan

Titin Sumarni binti Ja'inudin, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, 

pekerjaan  Tani,  bertempat  tinggal  di  Desa  Darat  Sawah  Ulu,

Kecamatan   Seginim,   Kabupaten   Bengkulu   Selatan,   sebagai 

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari  surat-surat  yang berkaitan dengan perkara  ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal

15 Desember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama 

Manna dalam Register  Perkara Nomor 05981Pdt.G/2015/PA Mna. tanggal  15  

Desember 2015 pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1 Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah

pada hari  Sabtu tanggal 7 April 2012, dengan wall nikah Ayah Termohon,  

status jejaka dengan perawan dengan mas kawin berupa uang Rp. 50.000

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id Hal. 1 dati 11 hal. Put. No. 0598/Pd1G/2015/PA.Mna 

Disclaimer
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Duplikat  Kutipan Akta Nikah

nomor  :  KK.07.01.6/PW.01/345/2015  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan

Agama Kecamatan Seginim tanggal 10 Desember 2015;

2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul

sebagai suami istri dan belum memiliki anak;

3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga

di rumah orang tua Pemohon di Desa Maras, sampai akhirnya berpisah;

4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama

1 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan

Termohon   tidak   menghormati   Pemohon   sebagai   kepala   keluarga,

Termohon sulit  diatur,  Termohon tidak  mendengarkan  nasehat-nasehat  baik

yang  diberikan  Pemohon  dan  Termohon  selalu  mendengarkan  Perkataan

orang  tua  Termohon  yang  selalu  menjelek-jelekan  sikap  dan  kelakuan

Pemohon;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada 20 Mei

2012,   disebabkan  Termohon melarang   Pemohon  pergi  berobat  karena

menurut  Termohon,   Pemohon hanya  membuang-buang  uang jika  pergi

berobat,  Pemohon tidak terima dan pada akhirnya Pemohon dan Termohon

berpisah  tempat  tinggal,  (Pemohon  tetap  tinggal  dirumah  orang  tua

Pemohon  sedangkan Termohon  pulang  kerumah  orang tua Termohon

tanpa  pamit kepada  Pemohon)  antara  Pemohon  dan  Termohon telah

berpisah lebih kurang 3 tahun 7 bulan;

6. Bahwa,  pihak  keluarga  sudah  berupaya  mendamaikan  Pemohon  dan

Termohon  namun  tidak  berhasil  merukunkan  keduanya  karena  Pemohon

tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon;

7. Bahwa,  berdasarkan  hal-hal  tersebut  di  atas  Pemohon  merasa  tidak

mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan

terbaik adalah  bercerai  walaupun  harus  membayar  biaya perkara  dan

mohon  kepada  Ketua  Pengadilan  Agama  cq.  Majelis  Hakim  yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini  kiranya  berkenan  memberikan

putusan sebagai berikut;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 05913/Pdt.G/2015/PA.Mna

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi  izin  kepada  Pemohon  untuk menjatuhkan talak satu raj'i

terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;

3. Membebankan  biaya  perkara  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila  Majelis  Hakim  berpendapat  lain  mohon  putusan  yang  seadil-

adilnya;

Bahwa,  pada  hari  dan  tanggal  persidangan  yang  telah  ditetapkan

Pemohon telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah

hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain

sebagai  wakil/kuasanya  yang  sah  untuk  hadir  di  persidangan  meskipun

berdasarkan  berita  acara  relaas  panggilan  Nomor  0598/Pdt.G/2015/PA.Mna

tanggal 21 Desember 2015 dan tanggal 7 Januari 2016 yang telah dibacakan di

persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun

kembali  membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil  dan

oleh karena Termohon tidak datang ke persidangan maka proses mediasi tidak

dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum Majelis  Hakim

membacakan  Permohonan  Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh

Pemohon;

Bahwa,  terhadap permohonan tersebut,  Termohon tidak  dapat  didengar

jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula

mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun is telah

dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa,   untuk menguatkan dalil-dalil  permohonannya Pemohon telah

mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fokopi  Duplikat  Kutipan Akta  Nikah  Nomor  KK.07.01.6/PW.01/345/2015

tanggal 10 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal 3 dari 11 hal. Put. No. 0598/Pdt.G12015/PA.Mna

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

--

Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, telah bermeterai  cukup,

telah   dinazegelen  di  Kantor Pos,  telah dicocokkan dengan aslinya dan

ternyata sesuai, dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (bukti P);

B. Bukti Saksi:

1. Sitman bin Simat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat 

kediaman  di  Desa  Suka  Negeri,  Kecamatan  Air  Nipis,  Kabupaten 

Bengkulu  Selatan,  di   bawah  sumpahnya  memberikan  keterangan 

sebagai berikut:

Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon;

Bahwa, saksi hadir saat pemohon dan Termohon menikah;

Bahwa,  setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal  bersama di

rumah orang tua Pemohon;

Bahwa, Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;

Bahwa,  Pemohon dan Termohon tinggal bersama hanya selama satu

bulan setelah itu keduanya berpisah;

Bahwa,  saksi  tidak  tahu  apa  penyebab  Pemohon  dan  Termohon

berpisah,  tetapi  menurut  Pemohon  disebabkan  Termohon  tidak

memberikan uang untuk Pemohon berobat;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal tiga

tahun delapan bulan lamanya;

Bahwa,  pihak  keluarga  telah  berupaya  merukunkan  Pemohon

dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

2.  Lahunia binti Berahan, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, 

pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Lettu Muhibah 

No. 30, RT. 13, Kelurahan Ibul, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten 

Bengkulu  Selatan,  di  bawah  sumpahnya  memberikan  keterangan 

sebagai berikut:

Bahwa,  saksi  adalah  sepupu  Pemohon;

Bahwa, saksi kenal dengan Termohon;

Bahwa, saksi hadir saat pemohon dan Termohon menikah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal  bersama di

rumah orang tua Pemohon;

Bahwa, Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 0598/Pdt.G/2015/PA.Mna

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa,  Pemohon dan Termohon tinggal bersama hanya selama sate

bulan setelah itu keduanya berpisah;

Bahwa,  saksi  tidak  tahu  apa  penyebab  Pemohon  dan  Termohon

berpisah,  tetapi  menurut  Pemohon  disebabkan  Pemohon  meminta

uang  untuk  berobat  tetapi  Termohon  tidak  memberikan  uang

tersebut;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal  tiga

tahun delapan bulan lamanya;

Bahwa,  pihak  keluarga  telah  berupaya  merukunkan  Pemohon

dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan

menerimanya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi  mengajukan suatu apapun dan

dalam  kesimpulannya  Pemohon  tetap  pada  permohonannya  dan  mohon

putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa,   untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  maka  jalannya

pemeriksaan lebih lanjut yang telah tercatat dalam berita acara sidang, ditunjuk

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa maksud  dan  tujuan  permohonan Pemohon  adalah

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditetapkan

Pemohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon

meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap ke

persidangan  ternyata tidak  hadir tanpa  alasan yang  sah dan tidak Pula

mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap ke

persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg perkara ini

dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah

Hal. 5 dari 11 hat Put. No. 0598IPdt.G/20151PAMna

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
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berusaha  secara  maksimal  menasihati  Pemohon  agar  rukun  kembali  dengan

Termohon  namun  upaya  tersebut  tidak  berhasil,  sedangkan  upaya  mediasi

sebagaimana  ketentuan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia

Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi  di  Pengadilan tidak  dapat

dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang,   bahwa   dalil   pokok   permohonan   Pemohon   untuk

menceraikan  Termohon  adalah  karena  setelah  satu  bulan  berumah  tangga

antara Pemohon dan Termohon terjadi  perselisihan dan pertengkaran  karena

Termohon  tidak  mengizinkan  Pemohon  berobat,  dan  akhirnya  sejak  20  Mei

2012   Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan keduanya tidak

dapat didamaikan lagi;

Menimbang,  bahwa  atas  permohonan  Pemohon tersebut Termohon

tidak  dapat  didengar  jawabannya  karena  Termohon  tidak  pernah  hadir  di

persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya

yang sah meskipun is  telah dipanggil  secara resmi  dan patut,  maka secara

yuridis formil dalil atau alasan permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap

sebagai fakta yang benar atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil

permohonan  Pemohon,  namun  demikian  tidak  serta  merta  permohonan

Pemohon  dikabulkan,  mengingat  perkara  ini  merupakan  perkara  perceraian

karena dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar  (de groten langen)

maka perlu  didukung dengan alat-alat  bukti  yang kemudian  Pemohon telah

menyerahkan alat bukti surat yang berkode (P) dan telah pula menghadirkan dua

orang  saksi yang  keterangannya  masing-masing  sebagaimana  terurai dalam

duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat (bukti  P),

Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik

yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan dalam

Pasal 285 R.Bg, Pasal 1868 KUHPerdata dan Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai  sehingga dapat  dipertimbangkan

sebagai alat bukti yang sah, dan berdasarkan bukti P tersebut yang merupakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
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fotokopi  Kutipan  Akta   Nikah,  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  7   Kompilasi

Hukum Islam Majelis Hakim menilai telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 6 dari 11 ha/. Put. No. 0598/Pdt.G12015/PA.Mna

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
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bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan

belum pernah bercerai secara hukum, karena itu keduanya mempunyai kualitas

hukum (legal standing) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  telah  menghadirkan  dua  orang saksi  di

persidangan,  saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil  sesuai  ketentuan

Pasal 171,  172 dan 175 R.Bg dan syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal

307 dan  308 R.Bg sehingga  dapat  diterima sebagai  bukti  yang sah  dalam

perkara ini;

Menimbang, bahwa dibawah sumpahnya saksi-saksi tersebut

memberikan  keterangan  yang  saling  bersesuaian  bahwa  rumah  tangga

Pemohon  dan Termohon  sudah tidak  harmonis,  keduanya  telah  berpisah

tempat tinggal hingga kini telah berjalan lebih kurang tiga tahun delapan bulan

lamanya dan tidak pernah hidup bersama kembali, adapun pihak keluarga telah

berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  Pemohon  yang  telah

dibuktikan dengan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan

fakta-fakta  yang  telah  terbukti  dan  menjadi  fakta  hukum  tetap  sebagai

berikut:

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah  

dan belum pernah bercerai secara hukum;

- Bahwa,  antara  Pemohon  dan  Termohon  telah terjadi  perselisihan  dan 

pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat 

tinggal hingga kini telah berjalan lebih kurang tiga tahun delapan bulan 

lamanya;

Bahwa  pihak  keluarga  telah  berupaya  merukunkan  Pemohon  dengan

Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  Pasal 39 ayat (2)  Undang-Undang

Nomor  1  Tahun  1974,  untuk  memutuskan  ikatan  perkawinan  Pemohon  dan

Termohon,  Majelis  Hakim perlu menilai  apakah perkawinan  Pemohon dan

Termohon telah pecah atau masih dapat dipertahankan, dan berdasarkan fakta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
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telah berpisahnya Pemohon dengan Termohon lebih kurang tiga tahun delapan

bulan lamanya hal tersebut membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 0598/Pdt.G/2015/PA.Mna

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
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Termohon sudah tidak lagi rukun dan harmonis, juga berdasarkan fakta tidak

berhasilnya  usaha   keluarga   Pemohon   untuk   merukunkan   Pemohon

dengan  Termohon,  dan  tidak  berhasilnya  usaha  Majelis  Hakim  menasihati

Pemohon  agar  rukun  kembali  dengan  Termohon,  maka  Majelis  Hakim

berpendapat   bahwa   perselisihan   dan   pertengkaran   Pemohon  dengan

Termohon  telah  sedemikian  rupa  sehingga  sulit dirukunkan kembali dan

perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak mungkin disatukan

kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis  Hakim

menilai  bahwa rasa  saling cinta  dan  kasih  sayang antara  Pemohon dengan

Termohon  telah  hilang  sehingga  keduanya  telah  gagal  membentuk  rumah

tangga yang penuh cinta kasih sebagaimana yang dimaksudkan dalam surat Al-

Ruum ayat  21   dan   Pasal  3   Kompilasi   Hukum  Islam,   dengan  demikian

Pemohon dan Termohon tidak bisa  membentuk rumah tangga bahagia kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan yang diharapkan Pasal

1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan  sehingga  rumah

tangga keduanya sudah tidak bermanfaat lagi bahkan apabila diteruskan akan

memudharatkan keduanya, padahal sesuai dengan perintah agama tidak boleh

saling memudharatkan antara satu dengan yang lain;

Menimbang,   bahwa   di   persidangan   Pemohon  telah   menyetakan

tekadnya  untuk  bercerai  dengan  Termohon,  maka  Majelis  Hakim  perlu

mengutip firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al- Bagarah Ayat 227 yang

berbunyi:

(4r- t:.L (.3N-12311.9 ic- (19

Artinya : "Apabila  mereka  ber'azam (bertetap  hati)  untuk  talak,  maka

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut  di

atas  permohonan  Pemohon  telah  memenuhi  ketentuan  Pasal  39  ayat  (2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 0598/Pdt.G/20151PA.Mna

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
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Hukum Islam okeh karenanya permohonan Pemohon dapat  dikabulkan  dengan

memberi  izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i  terhadap

Termohon;

Menimbang,  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat 3 sampai

dengan 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor 3  Tahun 2006  dan

perubahan kedua  dengan Undang-Undang Nomor 50  Tahun 2009,  Pemohon

dapat  mengikrarkan  talaknya  di  depan  persidangan  setelah  putusan  ini

berkekuatan hukum tetap;

Menimbang,   bahwa agar  tercipta  tertib  administrasi  perkawinan  dan

untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 dan 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan  Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 dan perubahan  kedua dengan  Undang-Undang Nomor  50  Tahun  2009,

Majelis  Hakim secara  ex officio  memerintahkan Panitera Pengadilan  Agama

Manna  untuk  mengirimkan  sehelai  salinan  penetapan  ikrar  talak  yang  telah

berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

yang  wilayahnya  meliputi  tempat  kediaman  Pemohon  dan  Termohon,  untuk

dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal 89  ayat 1  Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989 Tentang  Peradilan  Agama  yang telah  diubah  dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  hukum

syarak yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk  

menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (Rajinan bin Karim) untuk menjatuhkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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talak satu raj'i terhadap Termohon (Titin Sumarni binti Ja'inudin) di depan

sidang Pengadilan Agama Manna;

Hal. 9 dad 11 hal. Put. Na. 0598/Pdt.G/2015/PA.Mna

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18
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4. Memerintahkan   kepada   Panitera   Pengadilan   Agama   Manna   untuk 

mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar taiak kepada Pegawai Pencatat 

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Nipis dan Kecamatan Seginim 

Kabupaten Bengkulu Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan 

untuk itu;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah  

Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini  dtijatuhkan dalam rapat  permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Agama Manna yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal

20 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1437

Hijriah,  oleh  kami   Masalan  Bainon,  S.Ag.,  M.H.   sebagai  Ketua  Majelis,

Mashuri,  S.Ag.,  M.H.  dan  Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I.,  M.H. masing-masing

sebagai   Hakim   Anggota,   putusan   tersebut   diucapkan   dalam   sidang

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu jugs oleh Ketua Majelis dengan

didampingi oleh Hakim-hakim   Anggota   tersebut   dan   dibantu   oleh

M. Amin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon

tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ERAI
PF L,

miiInu RUPIAH

4

Masalan Bainon, S.Ag., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

Ahmad RI'  a lb S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Amin, S.H.I.

Hal. 10 dan 11 hat. Put. No. 0598/Pdt.G/2015/PA.Mna
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp.

2.  Biaya Proses : Rp.

3. Biaya Panggilan :  Rp.

4.  Redaksi : Rp.

5.  Meterai : Rp.

Jumlah : Rp.

30.000,-

50.000,-

225.000,-

5.000,-

6.000,-

316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 0598/Pdt.G/2015/PA.Mna 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22


